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ABSTRAK 
 
 FADLI BUDI SATRIAWAN, B111 10 903, Tinjauan Yuridis Terhadap 
Anak sebagai Korban Delik Kesusilaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 
58/Pid.B/2013/PN.SUNGG), di bawah bimbingan M. Syukri Akub selaku 
pembimbing I dan Kaisaruddin Kamaruddin selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan 
hukum pidana memberikan efek perlindungan terhadap anak korban delik 
kesusilaan dan apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa dengan memilih 
instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu dilaksanakan di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa. metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
Metode Studi Dokumentasi dan Metode wawancara kemudian data yang 
diperoleh dianalisis secara kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan hukum pidana delik 
kesusilaan dalam hal ini pencabulan terhadap anak, penerapan ketentuan 
pidana pada perkara ini yakni Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perindungan Anak telah sesuai dengan fakta-fakta hukum, baik 
keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan 
terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental 
sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. (2) 
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor 
58/Pid.B/2013/PN.Sungg. telah sesuai karena berdasarkan penjabaran 
keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dari alat bukti serta adanya 
pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan, serta memperhatikan Undang-undang Perlindungan Anak yang 
diperkuat dengan keyakinan hakim. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, 
yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, 
martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak 
asasi anak merupakan dari bagian hak asasi manusia yang termuat dalam 
Undang-Undang dasar 1945.1  
Hal ini disebabkan karena anak adalah potensi yang dimiliki suatu 
bangsa di masa depan sehingga tumbuh kembang seorang anak menjadi 
suatu persoalan yang harus diperhatikan secara seksama. Sebagai 
generasi muda, anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang 
akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa depan. Anak pun memiliki 
peranan strategis dan karakteristik tersendiri, sehingga diperlukan 
pembinaan dan perlindungan demi tercapainya pertumbuhan fisik, mental, 
dan sosial seperti yang diharapkan. 
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan tindakan 
kekerasan serta diskriminasi sanksi pidana. Anak wajib dilindungi dan 
dijaga kehormatannya, martabat, serta harga dirinya secara wajar baik itu 
                                                             
1
 Penjelasan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. 
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secara hukum, ekonomi, sosial maupun budaya dengan tidak 
membedakan suku, agama, ras dan golongan. Selain itu anak harus 
diperlakukan khusus tumbuh dan berkembang secara wajar dan 
rohaninya.   
Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang 
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 
36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum 
perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, 
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi 
anak.2 
 
Hal tersebut dipertkuat lagi di dalam ketentuan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 
bahwa:  
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi”.  
 
                                                             
2
 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2009.h.1 
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Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2002 tentang perlindungan anak (UUPA) karena Negara Indonesia 
menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk 
perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. 
Peraturan ini dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat 
diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia 
terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 
1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak. Namun, hingga keluarnya Undang-Undang 
Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan 
hak anak masih jauh dari yang diharapkan. 
Perlindungan anak  dilakukan untuk menciptakan kondisi agar 
setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi 
perkembangan dan pertumbuhan anak secara baik. Hal ini merupakan 
perwujudan dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan 
demikian perlindungan anak diusaahakan dalam berbagai bidang 
kehidupan bernegara dan bermasyarakat 
Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya 
inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan 
kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak 
memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan 
melaksanakan kewajiban-kewajibannya.  
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Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang 
ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang 
mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan 
pelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh 
kembang anak secara wajar.3 
Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh 
Prayuana Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang 
perlindungan anak yaitu :4 
a) “Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap 
orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan 
mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan 
kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang 
sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. 
b) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh 
perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan 
dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan 
kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, 
tidak dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan 
kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal 
mungkin.” 
                                                             
3 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di 
Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006. H.35 
4
  Idem 
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Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 UU No.23 
tahun 2002 menentukan : “ Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, 
dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap 
penyelenggaraan perlindungan anak.” 
Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa hakikatnya anak 
tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang 
menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang 
kehidupan dan penghidupan. Hal ini menjadi titik tolak perlindungan 
terhadap anak menjadi sangat penting, mengingat banyak factor yang 
menyebabkan anak berisiko mengalami kekerasan, pengabaian, 
eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. 
Hal yang menjadi sentral dari penulisan ini adalah kasus tindak 
pidana kesusilaan, yang mana anak dibawah umur berusia 17 (tujuh belas) 
tahun menjadi korban tindak pidana kesusilaan oleh laki-laki dewasa 
berusia 45 (empat puluh lima) tahun, dalam tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2012, bertempat di Kp. Bilonga Desa Bategulung Kec. Bontonompo 
Kab. Gowa, merupakan kejahatan atau pelanggaran dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melalukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban yang masih 
berusia 17 (tujuh belas) tahun (sesuai copy IJAZAH Sekolah Menengah 
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Pertama No. DN-19 DI 0040344) untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan yang melanggar Kesusialaan dalam hal ini perbuatan 
cabul dengannya. 
Dari uraian latar belakang tersebut, maka Penulis akan mengkaji 
dan membahas lebih jauh mengenai delik kesusilaan yang dimana  anak 
sebagai korbannya dan bagaimana penerapan hukum dalam putusan 
perkara Nomor 58/PID.B/2013/PN.SUNGG apa telah sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Berdasarkan pada uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai “ Tinjauan 
Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Kesusilaan (Studi Kasus 
putusan Nomor : 58/PID.B/2013/PN.SUNGG)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini 
dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Sejauh mana penerapan hukum pidana memberikan efek 
perlindungan terhadap anak korban delik kesusilaan ? 
2. Bagamanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara  
Nomor : 58/PID.B/2013/PN.SUNGG ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana perlindungan anak 
terhadap anak sebagai korban delik kesusilaan, khususnya dalam 
perkara putusan Nomor : 58/PID.B/2013/PN.SUNGG. 
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
memutus delik kesusilaan terhadap anak dibawah umur sebagai 
korban dalam perkara putusan Nomor : 58/PID.B/2013/PN.SUNGG. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Delik 
1. Pengertian Delik 
Kata delik berasal dari bahasa latin, yaitu dellictum, yang didalam 
Wetboek Van Strafbaarfeit Netherland dinamakan Strafbaar feit. Dalam 
bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Perancis disebut delit, dan 
dalam bahasa Belanda disebut delict. Dalam kamus bahasa Indonesia, arti 
delik diberi batasan sebagai berikut :  
“perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap Undang-undang; tindak pidana.” 
 
Utrecht memakai istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu 
meliputi suatu perbuatan (handelen atau doen) atau suatu melalaikan  
(verzuin atau nalaten) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh 
karena perbuatan atau melalaikan itu), dan peristiwa pidana adalah suatu 
peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa 
akibat yang diatur oleh hukum  
Tirtaamidjajah menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata 
delik. 
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Andi Zainal Abidin Farid menggunakan istilah peristiwa pidana 
dengan rumusan peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang diancam 
pidana, melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang 
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu. 
Demikian pula Rusli Effendy  memakai istilah peristiwa pidana yang 
menyatakan bahwa peristiwa pidana haruslah dijadikan dan diartikan 
sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lain, sebab 
kalau dipakai perkataan peristiwa saja, maka hal ini dapat mempunyai arti 
yang lain. 
Menurut Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang 
dirumuskan dan diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi 
barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. 
Mengenai delik dalam arti strafbaar feit, para pakar hukum pidana 
masing-masing memberikan definisi berbeda, menurut Vos mendefinisikan 
delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan Undang-
undang. Van Hammel mendefinisikan delik sebagai suatu serangan atau 
ancaman terhadap hak-hak orang lain, sedangkan Prof. Simons 
mengartikan delik sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang 
tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 
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Pengertian dari delik menurut Prof. Achmad Ali adalah : pengertian 
umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun Undang-
undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang 
hukum Privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana. 
Dari beberapa rumusan  tentang delik yang dikemukakan oleh 
beberapa pakar di atas dapat disimpulkan bahwa delik adalah suatu 
perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena merupakan 
perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat 
dikenakan pidana.5 
 
2. Unsur Delik 
a. Ada perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik) 
Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (feit), yakni6 : 
1. Perbuatan (feit) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini 
sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang 
dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula 
pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah 
satu dari yang lain. 
2. Perbuatan (feit)= perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. 
Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan 
                                                             
5 Randy Ferdiansyah, “Pengertian Delik dan Macam-Macam Delik” online (http://macam-macam-
delik.html) diakses, 21 September 2013 
6
 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, h.147-148 
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yang menyebabkan kebatian, kemudian ternyata ia sengaja 
melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan 
penuntutan atas dasar :sengaja melakukan pembunuhan” 
karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan 
kematian”. Van tidak menerima pengertian perbuatan (faith) 
dalam arti yang kedua ini. 
3. Perbuatan (feit) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas 
dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengerian 
ini maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian 
terdahulu dapat dihindari. 
Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab 
pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah 
(outward conduct) yang harus dapat dibuktikan oleh seseorang penuntut 
umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai 
actus reus, dengan kata lain, actus reus adalah elemen luar (eksternal 
element).7 
b. Ada Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijkheid) 
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan 
hukum (wedderrechtelijk),yaitu8 : 
                                                             
7Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 
Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education, Makassar, 2012, h.50 
8
 Idem, h.52-53 
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1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai 
“bertentangan dengan hukum” bukan saja terkait dengan hak 
orang lain(hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum 
Perdata datau Hukum Administrasi Negara. 
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan 
hak orang lain”(Hukum Subjektif). 
3. Menurut Hoge Raad, dengan keputusannya tanggal 
18Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa 
wenang” atau “tanpa hak”. 
4. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum 
Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN 
memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, 
bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau 
anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh 
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. 
Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat 
perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni : 
1. Sifat melawan hukum formil (Formale wederrechtelijk) 
Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat 
melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan 
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undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-
pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi 
pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, 
sebab hukum adalah undang-undang. 
2. Sifat melawan hukum materil (materielewederrechtelijk). 
Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi 
rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi 
pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-
undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum 
yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-
kenyataan yang berlaku di masyarakat. 
Perbedaan yang pokok antara kedua pendapat tersebut di atas, 
adalah : 
1. Pendapat yang formil hanya mengakui adanya pengecualian 
(peniadaan) sifat melawan hukum dari perbuatan yang 
terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis). Seperti : 
 Pasal 48 KUHP (daya paksa/overmacht); 
 Pasal 49 ayat (1) KUHP (bela paksa/noodweer); 
 Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan Undang-
undang) 
 Pasal 51 ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah). 
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Sedangkan pendapat material, mengakui adanya 
pengecualian (peniadaan) tersebut, selain daripada yang 
terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis) juga terdapat 
dalam hukum yang tidak tertulis. 
2. Perbedaan selanjutnya, menurut pendapat yang formil sifat 
melawan hukum tidak selalu menjadi unsur tindak pidana, 
hanya apabila dinyatakan dengan tegas dalam rumusan 
tindak pidana barulah menjadi unsur tindak pidana. 
Sedangkan menurut pendapat yang material sifat melawan 
hukum adalah unsur mutlak dari setiap tindak pidana, juga 
bagi tindak pidana yang dalam rumusannya tidak dinyatakan 
dengan tegas. 
Selain pendapat di atas, Nico Keijzer juga memberikan 
pendapatnya terkait sifat melawan hukum (wederrechtelijk) ini. Nico Keijzer 
dalam ceramahnya pada Penataran Nasional Hukum Pidana di Undip 
Semarang pada tanggal 6 sampai dengan 12 agustus 1987 mengatakan 
bahwa dalam dogmatic hukum pidana istilah sifat melawan hukum itu 
mempunyai empat makna yang berbeda, yakni9 : 
 
 
                                                             
9 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 
Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education, Makassar, 2012, h.54-56 
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1. Sifat melawan hukum formil 
Sifat melawan hukum formil berarti semua bagian dari rumusan 
delik telah terpenuhi, yang terjadi karena melanggar ketentuan 
pidana menurut undang-undang sifat melawan hukum formil ini 
merupakan  syarat untuk dapat dipidananya perbuatan 
bersumber pada asas legalitas. Apakah rumusan delik telah 
terpenuhi, jadi apakah ada sifat melawan hukum formil, tidak 
begitu saja dapat disimpulkan dari bunyi rumusan delik ini harus 
ditafsirkan, sebab untuk dapat menjawab pertanyaan apakah 
suatu bagian tertentu telah dipenuhi, lebih dahulu diperlukan arti 
yang tepat dari bagian tersebut. 
2. Sifat melawan hukum materil 
Sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau 
membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi 
oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. 
Pada delik-delik materil atau delik-delik yang dirumuskan secara 
materil, sifat melawan hukum material dimasukkan dalam 
rumusan delik sendiri dan karena itu bukti dari sifat melawan 
hukum materil termasuk dalam bukti dari rumusan delik. Pada 
delik-delik ini, pengertian sifat melawan hukum formil dan sifat 
melawan hukum materil itu pada umumnya menyatu. Misalnya 
dalam rumusan delik pembunuhan, hanya dipenuhi kalau 
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kepentingan hukum di belakangnya yaitu nyawa dilanggar. 
Sedangkan dalam delik-delik formil atau delik-delik yang 
dirumuskan secara formil sifat melawan hukum materil itu tidak 
dimasukkan dalam delik sendiri, jadi tidak perlu dibuktikan. 
3. Sifat melawan hukum umum 
Sifat mealwan hukum umum (sifat melawan hukum sebagai 
bagian luar undang-undang) yang berarti bertentangan dengan 
hukum objektif. Hal ini pada umumnya terjadi jika perbuatannya 
bersifat melawan hukum formil dan tidak ada alasan pembenar. 
Alasan pembenar ini mungkin ada, baik pada delik materil 
maupun pada delik formil. Pada delik formil contohnya; 
seseorang diserang secara melawan hukum dan satu-satunya 
jalan adalah membunuh penyerangnya, jika ia sendiri tidak 
inginmati, maka ia harus melanggar rumusan delik pasal 338 
KUHP. Akan tetapi perbuatannya dengan mengingat semua 
keadaan, tidak bersifat melawan hukum. Pada delik formil, 
contohnya: seorang pengendara mobil berhenti di jalan yang 
terdapat larangan berhenti, itu dilakukannya atas perintah 
seorang polisi lalu lintas, perbuatannya memnuhi rumusan delik, 
namun perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. 
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4. Sifat melawan hukum khusus 
Sifat melawan hukum khusus (sifat melawan hukum sebagai 
bagian dari undang-undang) memiliki arti khusus dalam tiap-tiap 
rumusan delik di dalamnya itu sifat melawan hukum menjadi 
bagian dari undang-undang dan dapat dinamakan suatu fase 
dari sifat melawan hukum umum. Contoh; 
 Pasal 362 KUHP (pencurian) pada anak kalimat “dengan 
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. 
 Pasal 167 KUHP (mengganggu ketentraman rumah 
tangga) pada anak kalimat “ memaksa masuk secara 
melawan hukum, atau berada disitu secara melawan 
hukum dan tidak pergi”. 
 Pasal 378 KUHP (penipuan) pada anak kalimat 
“menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 
melawan hukum, dll. 
B. Kesalahan 
Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau 
gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh 
karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. 
Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat 
objektif dan dapat bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan 
sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut. 
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Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah 
unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat 
melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya 
hubungan antara ketiga unsur tersebut dengan keadaan batin pembuatnya 
inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan pada orang itu.10 
 
Kesalahan tersebut terbagi atas dua yaitu 11: 
1. Sengaja (dolus) 
2. Kelalaian (culpa) 
 
Dalam ilmu hukum pidana, kesalahan dapat diklasifikasikan atas 
beberapa macam, antara lain : 
1. Dolus 
a. Pengertian Dolus 
Rusly Effendy, menuliskan dolus atau sengaja menurut Memorie 
Van Teolichting (Risalah Penjelasan Undang-Undang) berarti si 
Pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannnya (menghendaki 
dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya). 
Kata sengaja dalam Undang-Undang meliputi semua perkataan di 
belakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindakan pidana. 
                                                             
10 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Rajagrafindo Persada, Malang, 2001, h.90-91 
11 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, 
h.65 
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Dalam hal ini terapat dua teori, yaitu12 : 
1. Teori membayangkan (voortellings theory) dari Frank, 
mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihendaki, 
sedangkan suatu akibat hanya dapat dibayangkan. 
2. Teori kemauan (wills Theory) dari Von Hippel dan Simons 
mengatakan bahwa sengaja itu kalau ada akibat itu memang 
dihendaki dan dapat dibayangkan sebagai tujuan. 
 
Jonkers sebagai penganut teori kemauan mengemukakan bahwa 
bukanlah bayangan membuat orang bertindak tetapi kemauan. 
Dari sudut terbentuknya, kesengajaan memiliki tiga tingkatan, 
yaitu : 
1. Adanya perangsang, 
2. Adanya kehendak, 
3. Adanya tindakan. 
b. Bentuk-Bentuk Dolus 
Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat 
dikualifikasikan kedalam  tiga bentuk, yaitu : 
  
                                                             
12 Muhammad Rajab Ali, “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Yang 
Dilakukan Oleh Anak” online (http://Skripsi-LengkapPidana-0312-MuhammadRajabAli.pdf)  diakses, 30 
Agustus 2013 
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1. Kesengajaan sebagai maksud (oggmerk) 
Apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya dan akibat 
itu menjadi tujuan akhir dari perbuatannya atau dengan kata 
lain bahwa sengaja sebagai tujuan hasil perbuatan sesuai 
dengan maksud orangnya. 
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan  
(opzet bijzekerheis of noodzakelijkheids bewestzijn) 
Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau 
akibat perbuatannya. Misalnya A hendak membunuh B yang 
berada di balik kaca jendela. Sebelum peluru mengenai si B, 
terlebih dahulu A dapat memastikan bahwa peluru akan 
menghancurkan kaca, walaupun sesungguhnya kehancuran 
kaca tersebut tidak menjadi maksud A, akan tetapi seandainya 
tidak terlebih dahulu merusak kaca, maka A tidak mungkin 
dapat membunuh B. 
3. Kesengajaan dengan insyaf akan kemungkinan (Dolus 
eventualis) 
Kesengajaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja dan ia mengetahui, yang mengarah kepada suatu 
kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkina besar 
terjadi. Suatu kemungkinan besar atau sebagai suatu 
kemungkinan yang tidak dapat diabaikan itu diterima dengan 
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begitu saja. Sebab di sini keadaan batin si pelaku mengalami 
dua hal, yaitu : (i) akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, 
bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat 
tersebut, (ii) akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya, 
namun apabila akibat atau keadaan itu harus diterima.13 
2.  Culpa  
a.  Pengertian Kealpaan (culpa) 
Di dalam Undang-Undang untuk menyatakan “kealpaan” dipakai 
bermacam-macam istilah yaitu : schuld, onachtzaamhid, emstige 
raden heef om te vermoeden, redelijkerwijs moetvermoeden, moest 
verwachten, dan di dalam ilmu pengetahuan dipakai istilah culpa. 
Istilah tentang kealpaan ini disebut “schuld” atau “culpa” yang 
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi 
maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam 
kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti 
kesengajaan, yaitu : kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak 
disengaja terjadi. 
                                                             
13 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 
121 
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Penjelasan tentang apa yang dimaksud “culpa” ada dalam 
Memory Van Toelichting (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda 
mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, dimana 
dalam pengajuan rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa 
yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah : 
a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan 
b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan 
c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari. 
Culpa itu oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi memang 
telah ditafsirkan sebagai “een tekortaan voorzienigheid” atau “een 
manco aan voorzichtigheid” yang berarti “suatu kekurangan untuk 
melihat jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat” 
atau “suatukekurangan akan sikap berhati-hai”. 
Untuk menyebutkan pengertian yang sama dengan “kekurang 
hati-hatian”, ”kurangnya perhatian” seperti yang dimaksud di atas, 
para guru besar menggunakan istilah yang berbeda-beda. Pompe 
misalnya, telah menggunakan istilah-istilah “gemis aan 
voorzichtigheid” dan “gemis aan voorzienbaarheid”. Van Bemmlen 
telah menggunakan istilah “roekeloss”.  
Lamintang mengemukakan tentang delik culpa adalah “culpose 
delicten atau delik yang oleh pembentuk Undang-Undang telah 
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disyaratkan bahwa delik tersebut dengan sengaja agar pelakunya 
dapat dihukum”. 
Kalau dasar adanya kealpaan adalah merupakan kelakuan 
terdakwa yang tidak menginsyafi dengan kurang memperhatikan 
terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, maka dasar hukum untuk 
memberikan pidana terhadap delik culpa, berarti kepentingan 
penghidupan masyarakat yang mengharapkan setiap anggota 
memasyarakatkan dalam melakukan perbuatan, berusaha 
sedemikian rupa untuk memperhatikan kepentingan hukum sesama 
anggota masyarakat sehingga tidak berbuat lagi, jika tidak maka 
harus bertanggungjawab dengan mendapat pidana. 
Kealpaan yang merupakan perbuatan tidak dengan sengaja 
(tidak diinsyafi) akan tetapi karena kurang perhatian terhadap objek 
yang dilindungi hukum, atau tidak melakukan kewajiban yang 
diharuskan oleh hukum, atau tidak mengindahkan larangan peraturan 
hukum, sebagai suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana. 
Dengan demikian delik culpa pada dasarnya merupakan delik yang 
bagi pembuatnya mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri 
sendiri. 
Dibandingkan dengan bentuk kesengajaan, dapat dikatakan 
bahwa bentuk kealpaan itu merupakan jenis kesalahan yang 
mempunyai dasar yang sama dengan bentuk kesengajaan yaitu 
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harus terjadi perbuatan pidana (perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana), dan harus adanya kemampuan bertanggungjawab 
dengantanpa adanya alasan penghapus kesalahan berupa pemaaf.14 
 
b. Jenis-Jenis Culpa 
Culpa dibedakan menjadi culpa levissima dan culpa lata. Culpa 
levissima atau lichtste schuld, artinya adalah kealpaan yang ringan, 
sedangkan culpa late atau merkelijke schuld, grove schuld artinya 
adalah kealpaan berat. Tentang adanya culpa levissima para ahli 
menyatakan dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya 
yang ringan akan tetapi dapat di dalam hal pelanggaran buku III 
KUHPidana, sebaliknya ada pandangan bahwa culpa levissima oleh 
Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam 
pidana.sedangkan bagi culpa lata dipandang tersimpul didalam 
kejahatan karena kealpaan. 
Jelas bahwa kealpaan untuk pengertian sehari-hari tidak sama 
dengan kealpaan menurut hukum pidana, yang harus mempunyai arti 
lebih khusus yang relevan dengan hukum pidana. KUHPidana tidak 
memberikan arti dari pada kealpaan. Sebagaimana lazimnya, lalu 
                                                             
14 Muhammad Rajab Ali, “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Yang 
Dilakukan Oleh Anak” online (http://Skripsi-LengkapPidana-0312-MuhammadRajabAli.pdf)  diakses, 30 
Agustus 2013 
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para ahli memberikan doktrin tentang kealpaan. Antara lain oleh Vos  
dinyatakan bahwa culpa mempunyai dua elemen yaitu : 
a. Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si 
pembuat (voorzien-baarheid) 
b. Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat 
atau tidak diperbuat (onvoorzictigheid). 
Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan 
penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya 
hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan 
perlu dicari hubungan kasual antara perbuatan terdakwa dengan 
akibat yang dilarang. 
Mengenai kurang/tidak mengadakan penghati-hati apa yang 
diperbuat itu, oleh Vos, diadakan perincian adanya dua hal yang 
diperlukan yaitu : 
a. Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya 
(Tukang cat membersihkan pakaian kerja dengan bensin dekat 
dapur) 
b. Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi pembuatnya 
pada pokoknya tidak boleh dilakukan (seseorang membuat 
mercon dengan sangat hati-hai, namun terjadi juga kebakaran). 
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Tidak mengadakan penghati-hati ini, yang menjadi pusat 
perhatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh 
pembuat, bahwa apa yang diperbuat dicocokkan dengan 
penginsyafan batin terdakwa terhadap aturan-aturan hukum. Tugas 
untuk menentukan syarat yang kedua dari culpa ini lebih ringan 
dibandingkan dengan pekerjaan untuk menentukan syarat pertama. 
Di dalam praktek syarat tidak mengadakan penghati-hati dalam 
pengertian sub.a atau sub.b tersebut di atas itulah sehingga mudah 
dilihat sebagai hubungan yang erat atau yang paling dekat dengan 
culpa, oleh karena itu bagi jaksa sudah selayaknya harus 
menuduhkan dan membuktikan tentang tindak mengadakan 
penghati-hati dari terdakwa. 
 Jadi ada dua jalan yang dapat diikuti di dalam praktek, yang 
pertama-tama lebih memperhatikan syarat tidak mengadakan 
penghati-hati dalam pengertian pembuat tidak berbuat dengan hati-
hati, akan tetapi perbuatannya itu sesungguhnya tidak boleh 
dilakukan,  karena hal itu lebih muda dilihat sebagaimana hubungan 
yang erat/paling dekat dengan culpa, sehingga lebih mudah 
menuduhkan dan membuktikan. Atau yang kedua, adalah syarat 
tidak mengadakan penghati-hati lebih penting guna menentukan 
adanya culpa, karena barang siapa melakukan perbuatan tidak 
mengadakan penghati-hati yang seperlunya maka ia juga tidak 
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mengadakan penduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu dari 
kelakuannya. Perbedaan antara jalan itu dalam praktek untuk yang 
pertama bagi terdakwa masih dapat membuat tangkisannya bahw 
tidak mungkin untuk mengadakan penduga-duga, sedangkan yang 
kedua, kalau sudah terbukti berarti implicit tiak mengadakan 
penduga-duga di dalam hal karena tidak mengadakan penghati-hati. 
Jalan pertama masih mengenal hak asasi terdakwa. 
Timbul pertanyaan sampai dimana adanya kurang berhati-hati 
sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak 
menimbulkan pertanyaan ini karena kesengajaan adalah berupa 
suatu keadaan batin yang tegas dari seorang pelaku. Lain halnya 
dengan kurang berhati-hati yang sifatnya bertingkat-tingkat. Ada 
orang yang dalam melakukan suatu pekerjaan sangat berhati-hati, 
ada juga yang tidak berhati-hati, ada juga yang kurang berhati-hati 
sehingga menjadi serampangan. 
Menurut Memorie Van Toelichting atau risalah penjelasan 
Undang-Undang, culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan, 
Rusli Effendy Jurisprudensi menginterpretasikan culpa sebagai 
“kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang berhati-hati”.15 
 
                                                             
15 Muhammad Rajab Ali, “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Yang 
Dilakukan Oleh Anak” online (http://Skripsi-LengkapPidana-0312-MuhammadRajabAli.pdf)  diakses, 30 
Agustus 2013 
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c. Jenis-Jenis Culpa Lata 
Sebagaimana telah dikemukakan tentang pengertian delik culpa 
di atas, yakni delik yang di dalamnya terdapat unsur kurang kehati-
hatian, maka culpa lata tersebut mempunyai corak tersendiri. 
Andi Zainal Abidin Farid menyimpulkan bahwa pembuat 
Undang-Undang mengakui corak dari culpa lata yaitu : 
a. Culpa lata yang diinsyafi atau disadari (Bewuste Schuld) 
Sipelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul 
suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, tapi 
timbul juga masalah. 
b. Culpa lata yang tidak disadari (Onbewuste Schuld) si pelaku 
tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat 
yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-
Undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat 
yang akan timbul. 
 
Di dalam KUHPidana tidak terdapat pembagiannya, akan tetapi 
dalam ilmu pengetahuan dikenal kealpaan yang didasari (bewuste 
schuld). Bewuste schuld sukar dibedakan dengan voorwaardelijk 
opzet, karena keduanya dapat digambarkan sebagai seorang 
pembuat delik yang telah membayangkan akibat yang terjadi, akan 
tetapi walaupun demikian akibatnya tetap timbul juga. Pada 
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onbewuste schuld terhadap si pembuat dalam berbuat tidak 
membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya ia 
membayangkannya. 
Jonkers, memberikan contoh bahwa seseorang ingin membakar 
rumah dengan tiada maksud lain, akan tetapi di tempat lain itu ia 
mengetahui ada orang sakit yang keadaannya sedemikian rupa 
sehingga akan meninggal apabila terkejut. Dengan meneruskan 
pembakaran itu, maka kesengajaanya ditunjukkan kepada kematian 
orang yang sakit itu. Dalam hal kealpaan yang disadari (bewuste 
sculd) diberikan contoh mengadakan pesta di dalam ruangan yang 
banyak mempergunakan penerangan (lilin) di dekat bahan yang 
mudah terbakar. Meskipun untuk keamanan telah disiapkan alam 
pemadam api, maka kebakaran yang tidak dikehendaki itu apabila 
terjadi merupakan kealpaan yang disadari karena orang itu insyaf 
akan adanya bahaya. Kealpaan yang tidak disadari adalah 
melempar barang ke luar gudang tanpa memikirkan kemungkinan 
bahwa orang lain akan selalu di situ, maka kealpaannya karena 
kurang untuk berikhtiar terhadap peristiwa yang tidak dapat disangka 
yang seharusnya diingat kemungkinan itu. 
Demikian terjadinya kealpaan, yang dapat terjadi sedemikian 
beratnya sehingga mirip dengan kesengajaan 
(kemungkinan/bersyarat), akan tetapi dapat pula terjadi kealpaan 
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yang sedemikian ringannya sehingga tidak mudah dibedakan 
dengan peristiwa biasa yang kebetulan, yang perlu atau tidaknya 
celaan yuridis.16 
Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak 
melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak 
melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat 
yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang 
tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan 
adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah 
memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.17 
 
 
 
 
 
 
                                                             
16 Muhammad Rajab Ali, “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Yang 
Dilakukan Oleh Anak” online (http://Skripsi-LengkapPidana-0312-MuhammadRajabAli.pdf)  diakses, 30 
Agustus 2013 
17 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 
Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education, Makassar, 2012, h.85 
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C. Anak 
1. Pengertian Anak 
Definisi anak secara nasional pada hakikatnya dapat dinilai 
berdasarkan batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, 
hukum adat, dan hukum Islam. Menurut hukum internasional, definisi anak 
dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak 
Anak atau United Nation Convention on The Right of The Child tahun 
1989. Pengertian anak menurut konvensi tersebut adalah setiap orang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang – 
undang yang berlaku pada anak, kedewasaanya diperoleh lebih cepat.18 
Pengertian anak juga tertuang dalam hukum nasional di Indonesia. 
Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Pelindungan Anak, diatur bahwa19 : 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Jadi, berdasarkan pengertian tersebut anak yang masih berada 
dalam kandungan juga telah berhak atas perlindungan hukum. 
Pengertian anak menurut hukum pidana yakni diletakkan dalam 
pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negative. 
                                                             
18 Muhammad Rajab Ali, “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Yang 
Dilakukan Oleh Anak” online (http://Skripsi-LengkapPidana-0312-MuhammadRajabAli.pdf)  diakses, 30 
Agustus 2013 
19
 Ketentuan Umum Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. 
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Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang 
seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang 
berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seorang yang 
mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan 
khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.
20
 
Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak mengatur bahwa : 
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun dan belum pernah kawin. 
 
Usia 21 (dua puluh satu) tahun tersebut adalah usia di mana anak 
telah dianggap memiliki kematangan sosial, kematangan pribadi, dan 
kematangan mental, sehingga seseorang yang telah berusia melebihi 21 
(dua puluh satu) tahun dianggap telah dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. 
Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (3) Undang – undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa : 
Anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan 
anak sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah paling lama sampai 
berumur 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat 
                                                             
20
 Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan hukum Perlindungan Anak, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, h.20 
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ditempatkan di Lapas anak maka perpanjangan penempatannya hanya 
boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 
Ketentuan batas umur tersebut identik dengan ketentuan yang 
terdapat dalam “Convention on The Rights of The Child” (Konvensi tentang 
Hak – hak Anak) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa – Bangsa pada tanggal 20 November 1989. 
Berdasarkan Pasal 171 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), batasan 
umur anak yang dapat diperiksa sebagai saksi di pengadilan tanpa 
sumpah ialah yang memiliki batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun 
dan belum pernah kawin. Namun, dirumuskan lebih lanjut lagi dalam Pasal 
153 ayat (3) KUHAP bahwa dalam hal – hal tertentu hakim dapat 
menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak 
diperkenankan menghadiri siding. Hal – hal tertentu tersebut merupakan 
hal yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dan dirasa memang perlu 
untuk dipertimbangkan sebagai alasan agar anak tersebut boleh untuk 
tidak mengikuti proses persidangan.
21
 
Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga 
mengatur batasan usia seseorang masih dapat dikategorikan sebagai 
anak yakni 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan usia 19 (sembilan 
                                                             
21 Muhammad Rajab Ali, “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Yang 
Dilakukan Oleh Anak” online (http://Skripsi-LengkapPidana-0312-MuhammadRajabAli.pdf)  diakses, 30 
Agustus 2013 
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belas) tahun untuk laki – laki dan belum pernah kawin. Jadi, berapapun 
usia seseorang yang berurusan dengan hukum, apabila ia telah menikah, 
maka ia telah dianggap dewasa menurut Undang – undang ini. 
Bukan hanya itu, penjelasan mengenai kriteria usia yang masih 
dapat digolongkan sebagai anak juga dijelaskan menurut hukum adat dan 
yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kendatipun hukum 
adat tidak menyebutkan secara eksplisit adanya keseragaman batasan 
umur untuk anak. Namun, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor : 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 yang 
berorientasi pada hukum adat di Bali dapat kita tarik kesimpulan bahwa 
batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun.22 
Tetapi sehubungan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Nomor 
1/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangan hukum anak dapat dikategorikan 
sebagai “Anak Nakal” bukan merupakan proses tanpa prosedur dan dapat 
dijustifikasi oleh setiap orang. Pemberian kategori “Anak Nakal” 
merupakan justifikasi yang dapat dilakukan melalui sebuah proses 
peradilan yang standarnya akan ditimbang dan dibuktikan di muka hukum. 
Dengan perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum 
bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka Mahkamah berpendapat hal 
tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum bagi 
                                                             
22
 Idem. 
35 
 
anak nakal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU 
Pengadilan Anak yang menyatakan, “Anak adalah orang yang dalam 
perkara Anak Nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Oleh 
karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun pasal tersebut tidak 
dimintakan pengujiannya oleh para pemohon, namun pasal tersebut 
merupakan jiwa atau ruh dari Undang-Undang Pengadilan Anak, terutama 
pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) sehingga batas umur minimum juga 
harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yakni 12 
(dua belas) tahun.23 
 
2. Perlindungan Terhadap Korban (Anak) 
a. Hak Anak Sebagai Korban 
Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi 
di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas 
perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup 
mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat 
berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia 
banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat. 
Perlindungan anak adalah “ segala usaha yang dilakukan untuk 
                                                             
23 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, online 
(http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-rpp/68-kegiatan-litigasi-umum/1165-putusan-
mahkamah-konstitusi-terhadap-pengujian-uu-pengadilan-anak.html) diakses, 4 Desember 2013 
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menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar 
baik fisik, mental, dan sosial.24 
Masalah perlindungan terhadap anak yang menjadi korban 
pencabulan atau kekerasan seksual bukan persoalan yang mudah untuk 
kita praktekkan dalam kenyataannya di kehidupan sehari-hari. 
Setiap terjadinya suatu kejahatan, dimulai dari kejahatan yang 
ringan sampai yang berat sudah tentu akan menimbulkan korban dan 
korbannya tersebut akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat 
materil maupun imateril khususnya dalam kasus pencabualan atau 
kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dimana seorang 
anak tidak semestinya mendapatkan perlakuan yang salah tersebut, 
dikarenakan setiap anak memiliki hak yang terkandung dalam Undang-
undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi25 : 
a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusian, serta mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan 
dan diskriminasi. 
                                                             
24 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam system Peradilan Pidana Anak Di 
Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 33 
25
 Idem. H. 49-51 
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b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan. 
c.  Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, bepikir dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 
bimbingan orang tua. 
d.  Setiap anak berhak untuk mengetahuinya orang tuanya. Hal tersebut 
dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah 
keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu 
sebab diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak dapat menjamin 
tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh 
orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang belaku. 
e. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan 
jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan 
sosial. 
f. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 
g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Yang 
dimaksudkan ialah setiap anak berhak menyatakan dan didengar 
pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai 
dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya 
sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 
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h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak yang seumurnya, bermain, berekreasi sesuai 
dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya dalam pengembangan 
dirinya. 
i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh 
rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan 
sosial. 
j. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : 
1) Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, 
ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum 
anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik maupun mental anak. 
2) Ekspoitasi dengan cara ekonomi atau seksual, misalnya tindakan 
memperalat, memanfaatkan ataupun memeras anak untuk 
memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok. 
3) Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja 
kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak 
sebagaimana mestinya. 
4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, misalnya tindakan 
secara keji, sadis, melukai, mencederai bukan hanya fisik, akan 
teapi mental dan sosial, tidak menaruh belas kasihan kepada anak. 
5) Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang 
satu dan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak. 
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6) Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau 
perbuatan tidak senonoh lainnya. 
k. Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri terkecuali 
apabila ada suatu alasan atau aturan hukum yang sah untuk 
memisahkan anak dari orang tuanya sendiri, pemisahan tersebut bukan 
untuk menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya akan tetapi 
demi kepentingan yang terbaik bagi anak. 
l. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari: 
1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik. 
2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata. 
3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial. 
4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. 
5) Pelibatan dalam peperangan. 
m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi. 
n.  Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 
o. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana yang dilakukan anak 
dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya 
dilakukan sebagai upaya terakhir. 
p.  Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak : 
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1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 
dipisahkan dari orang dewasa. 
2)  Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efisien 
dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. 
3)  Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak 
yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. 
 
Bukan hanya itu, hak-hak korban juga terkandung di dalam Undang-
undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 
5 dan Pasal 6 yang meliputi26 : 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan 
kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 
b. Ikut serta dalak proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan 
dan dukungan keamanan. 
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan. 
d. Mendapat penerjemah. 
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. 
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. 
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. 
                                                             
26 Perlindungan dan hak Saksi dan Korban Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 13 Tahun 
2006 
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h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. 
i. Mendapat identitas baru. 
j. Mendapat tempat kediaman baru. 
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. 
l. Mendapat nasihat hukum. 
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 
perlindungan berakhir. 
n. Bantuan medis; dan 
o. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 
 
b. Kewajiban Anak Sebagai Korban 
kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 19 yang meliputi27 : 
a. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain. 
b. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan 
menyayangi teman. 
c. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan 
negara. 
d. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan 
ajaran agamanya. 
                                                             
27
 Idem, h. 51 
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e. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang 
mulia. 
 
 
D. Delik Kesusilaan 
1. Pengertian Delik Kesusilaan 
Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik 
yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan atau tingkah laku. 
Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk 
mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, 
karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas dan dapat 
berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam 
masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana 
mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan; 
bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan 
nilai-nilai kesusilaan yang minimal (das recht ist das ethische minimum). 
Membunuh bayi, menelantarkan anak, mencuri, pencabulan,pembunuhan, 
menipu, menggelapkan, korupsi dan sebagainya, pada hahikatnya 
melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.28 
                                                             
28 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konep KUHP Baru, 
Kencana, Semarang, 2010, h. 247 
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Sebagai mana pembahasan di atas bahwa delik kesusilaan 
hakikatnya mencakup nilai-nilai tingkah laku yang berlaku di masyarakat, 
dan penulis ingin membahas lebih khusus delik kesusilaan mengenai 
pencabulan. 
 
2. Pengertian Pencabulan 
Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam 
mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang 
dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu 
usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap 
seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang 
berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di 
satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki 
yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang 
dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum 
yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang 
pencabulan ialah 
29
: 
seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya 
untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman 
kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke 
                                                             
29Adtya Emby Sutriyadi, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, online (http://tindak-pidana-
pencabulan-terhadap-anak.html) diakses, 11 September 2013 
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dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian 
mengeluarkan air mani.  
Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut 
adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman 
serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan 
isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air 
mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan 
persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, 
yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya 
hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka 
tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.30 
Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan 
tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air 
mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir 
yang berpendapat “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk 
melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.31 
Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya 
kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun 
dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk 
                                                             
30 Idem. 
31
 Idem. 
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mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan. Menurut Arif Gosita, 
perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara 
lain sebagai berikut32 : 
a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). 
Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita. 
b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini 
berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan 
tindakan perlakuan pelaku. 
c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin 
dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
terhadap wanita tertentu. Dalam  kenyataan ada pula persetubuhan 
dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang 
menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini 
menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat 
digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan 
terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu 
kejahatan. 
Dari perumusan di atas menunjukan bahwa posisi perempuan 
ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) 
karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku 
dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan 
                                                             
32
 Idem. 
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pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki 
meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerkasan. Fungsi dari 
kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah 
sebagai berikut33 : 
a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. 
Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan 
korban. Ada causal verband antara kekerasan dengan 
ketidakberdayaan korban. 
b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak 
pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. 
 
Sedangkan ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting 
dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut : 
a. Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang 
berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan 
perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan 
yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) 
menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya 
secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang 
diobjektifkan).  
                                                             
33
 Idem. 
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b. Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si 
penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang 
dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, 
maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek 
kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab 
jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin 
korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap 
dirinya. 
Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan 
kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah 
yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-
laki menampilkan kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan 
perempuan sebagai korbannya. Karakteristik utama dalam perkosaan ialah 
“bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agrsivitas (baca: kekerasan) 
dari seksualitas (the agressive expression of sexuality) akan tetapi 
merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (sexual expression of 
aggression)”. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 
pengertian perkosaan tertuang pada pasal 285 yang berbunyi 
“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam 
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karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua 
belas tahun”. Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain : 
a.  Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur 
yang signifikan. 
b.    Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau 
ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak 
korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku. 
 
Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat 
dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan 
khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang 
dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam 
pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) 
dapat menjadi target dari pencabulan yang antara lain sebagai berikut 34: 
a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke 
dalam vagina), tetapi juga : 
(a) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut. 
(b) Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke 
dalam vagina atau mulut wanita. 
                                                             
34
 Idem. 
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b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ ancaman kekerasan, tetapi 
juga dengan cara apapun di luar kehendak/ persetujuan korban. 
c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang 
tidak berdaya/ pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya 
terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga 
terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah 
ancaman, karena kekeliruan/ kesesatan/ penipuan atau karena di 
bawah umur. 
 
Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat 
juga disebut dengan child molester, dapat digolongkan ke dalam lima 
kategori yaitu35: 
a. Immature : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh 
ketidakmampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran 
seksual sebagai orang dewasa. 
b. Frustated : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) 
sebagai reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional 
terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-
anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan 
istrinya. 
                                                             
35
 Idem. 
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c.  Sociopathic : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatanya 
dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang 
keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul. 
d.   Pathological : para pelaku pencabulan yang tidak mampu 
mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, 
kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya 
(premature senile deterioration). 
e.  Miscellaneous : yang tidak termasuk semua kategori tersebut di 
atas. 
 
3. Unsur-Unsur Pencabulan 
Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada 
umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai 
berikut : 
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, 
diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara 
paling lama dua belas tahun. 
 
Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur 
yang antara lain sebagai berikut: 
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a. “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan. 
     b.“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya 
melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan 
dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan 
atau tidak berdaya. 
c. “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan 
dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya 
mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari 
seorang laki-laki. 
 
Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan 
untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-
undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat 
(1) dan (2) yang menyebutkan : 
a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 
Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
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muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
 
Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur 
pencabulan ialah sebagai berikut : 
a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku. 
b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan 
(dolus). 
c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam 
prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau 
ancaman kekerasan.  Memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu 
pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan 
seorang anak (korban). 
d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti 
bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, 
merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi 
korbannya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.  Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian dipilih wilayah Kabupaten Gowa dalam hal ini 
Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan alasan lokasi mudah dijangkau 
oleh penulis dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh penulis lebih 
lengkap 
 
B.  Jenis dan Sumber Data  
1. Jenis Data  
Jenis Data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:  
a) Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh dari hasil wawancara 
dengan pihak yang terkait langsung dengan kasus ini. 
b) Data Sekunder, yaitu data yang akan diperoleh dari beberapa literatur, 
dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber 
kepustakaan lain yang mendukung.  
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2. Sumber Data  
Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:  
a) Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber data 
lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak 
hukum yang menangani kasus ini dan masyarakat turut diresahkan 
akibat terjadinya tindak pidana ini.  
b) Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu sumber data 
yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber 
bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
 
1. Teknik Wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan tanya 
jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani 
dengan tindak pidana ini, antara lain Hakim di pengadilan Negeri 
Sungguminasa yang memutus perkara ini, serta pihak lain yang turut 
andil dalam terjadinya tindak pidana ini.  
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2.  Studi Dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang ada 
dan berhubungan dengan penyelesaian perkara anak sebagai korban 
kejahatan seperti : Berita acara penyidikan, surat dakwaan putusan 
hakim, dll 
 
D. Analisis Data  
Nantinya data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun 
dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut 
diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat 
dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang 
Penulis teliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Perlindungan Anak Terhadap Anak 
Sebagai Korban Delik Kesusilaan Dalam Perkara Putusan Nomor : 
58/PID.B/2013/PN.SUNGG. 
 
1. Posisi Kasus 
Berikut adalah uraian mengenai posisi kasus dalam perkara 
putusan No. 58/PID.B/2013/PN.SUNGG. yaitu sebagai berikut : 
 
Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan cabul 
terhadap saksi korban SUARLINDA dalam tahun 2011 sampai tahun 
2012. Dimana yang pertama kalinya terjadi pada hari, tanggal dan 
bulan yang saksi korban tidak ingat lagi sekitar tahun 2011, pada saat 
itu saksi korban sementara duduk-duduk di ruang tamu kemudian 
datang terdakwa langsung menarik tangan korban masuk ke dalam 
kamar lalu membaringkan saksi korban di atas tempat tidur dan 
membuka baju serta pakaian dalam (BH) korban sampai ke atas dada 
korban lalu terdakwa meremas-remas kedua buah dada korban dan 
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menghisapnya. Kemudian terdakwa membuka celana korban lalu alat 
kelamin korban (vagina) diberi air liur oleh terdakwa, lalu terdakwa 
menggosok-gosokkan alat kelamin terdakwa (penis) ke alat kelamin 
korban (vagina) dan terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin 
terdakwa (penis) ke alat kelamin korban (vagina) namun tidak bisa 
masuk. Terdakwa pun langsung mengancam korban dengan 
mengatakan “JANGAN SAMPAIKAN SAMA MAMAMU !! JANGAN KAU 
BILANG-BILANG SAMA ORANG LAIN”. Kejadian kedua terjadi pada 
hari, tanggal dan bulan yang saksi korban tidak ingat lagi sekitar tahun 
2011, pada saat itu saksi korban ditawarkan kue oleh terdakwa lalu 
saksi korban ditarik masuk ke dalam kamar terdakwa lalu terdakwa 
membaringkan saksi di atas tempat tidur dan membuka baju serta 
pakaian dalam (BH) korban ke atas dada lalu membuka celana korban 
sampai ke bawah lutut lalu alat kelamin korban (vagina) diberi air liur 
oleh terdakwa lalu alat kelamin terdakwa (penis) digosok-gosokkan 
dialat kelamin korban (vagina) dan setelah itu korban disuruh pulang. 
Tapi sebelumnya, terdakwa pun langsung mengancam saksi korban 
dengan mengatakan “JANGAN KAU BILANG-BILANG SAMA 
MAMAMU”. Ketiga, terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang saksi 
korban tidak ingat lagi sekitar tahun 2012, pada saat itu korban 
sementara belanja di dekat rumah terdakwa lalu korban dipanggil oleh 
terdakwa sambil terdakwa memperlihatkan kue dan mangga kepada 
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korban dan korban pun singgah lalu korban ditarik masuk ke dalam 
kamar terdakwa dan terdakwa memaksa membuka celana korban lalu 
menyuruh korban untuk nungging selanjutnya terdakwa menggosok-
gosokkan alat kelamin terdakwa (penis) ke pantat korban dan setelah 
itu korban disuruh pulang. Tapi sebelum pulang, terdakwa mengancam 
korban dengan berkata “JANGAN KAU BILANG-BILANG SAMA 
ORANG LAIN KUBUNUH KAU ITU !!”. Dan kejadian yang terakhir, 
pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 WITA, 
bertempat di Kampung Bilonga Desa Bategulung Kec. Bontonompo 
Kab. Gowa, pada saat itu terdakwa datang kerumah korban dimana ibu 
korban sedang menggoreng pisang dan membuat kopi, stelah itu ibu 
korban berangkat ke sawah dan saksi korban pergi mandi, setelah 
mandi korban langsung masuk ke dalam kamar dan pada saat korban 
sedang memakai pakaian dalam (BH) dan celana dalam, tiba-tiba 
terdakwa masuk ke dalam kamar tidur korban dan menarik tangan 
korban dan membaringkan korban di tempat tidur dan terdakwa 
membuka handuk korban lalu meremas-remas payudara korban 
selanjutnya melepaskan calana dalam korban hingga paha. Namun, 
pada saat terdakwa mengarahkan alat kelamin (penis) terdakwa ke alat 
kelamin korban (vagina) tiba-tiba adik korban melihat kejadian tersebut 
dan terdakwa pun bergegas menghentikan perbuatannya lalu memakai 
kembali celananya. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 23 
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tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan korban SUARLINDA BINTI 
ALIMUDDIN DG. MUNTU masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai 
copy IJAZAH Sekolah Menengah Pertama No. DN-19 DI 0040344. 
Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mappoudang 
Makassar Nomor : VER/27/XII/2012/Rumkit tanggal 25 Desember 
2012. 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan posisi kasus di atas maka pembuktian unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui 
bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan 
berbentuk tunggal yaitu Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUH Pidana, yang unsur-
unsurnya sebagai berikut : 
1. Unsur Setiap Orang 
Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap  dalam persidangan. 
Terdakwa Jumadi Dg. Nai Nawang Dg.sija yang oleh Penuntut Umum 
telah diajukan sebagai  pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai 
dalam surat dakwaan Penuntut Umum; 
Bahwa disamping itu Terdakwa sendiri selama di persidangan telah 
dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas 
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dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan 
Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya; 
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah 
terpenuhi menurut hukum. 
 
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul 
Bahwa unsur kedua ini bersifat alternative yang artinya jika salah 
satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka yang lainnya tidak 
perlu dipertimbangkan lagi; 
menimbang, bahwa fakta-fakta di atas jika terdakwa melakukan 
terhadap diri korban dengan cara pada saat itu saksi korban sementara 
duduk-duduk di ruang tamu kemudian datang terdakwa langsung menarik 
tangan korban masuk ke dalam kamar lalu membaringkan saksi korban di 
atas tempat tidur dan membuka baju serta pakaian dalam (BH) korban 
sampai ke atas dada korban lalu terdakwa meremas-remas kedua buah 
dada korban dan menghisapnya. Kemudian terdakwa membuka celana 
korban lalu alat kelamin korban (vagina) diberi air liur oleh terdakwa, lalu 
terdakwa menggosok-gosokkan alat kelamin terdakwa (penis) ke alat 
kelamin korban (vagina) dan terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin 
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terdakwa (penis) ke alat kelamin korban (vagina) namun tidak bisa masuk. 
Terdakwa pun langsung mengancam korban dengan mengatakan 
“JANGAN SAMPAIKAN SAMA MAMAMU !! JANGAN KAU BILANG-
BILANG SAMA ORANG LAIN”. Kejadian kedua terjadi pada hari, tanggal 
dan bulan yang saksi korban tidak ingat lagi sekitar tahun 2011, pada saat 
itu saksi korban ditawarkan kue oleh terdakwa lalu saksi korban ditarik 
masuk ke dalam kamar terdakwa lalu terdakwa membaringkan saksi di 
atas tempat tidur dan membuka baju serta pakaian dalam (BH) korban ke 
atas dada lalu membuka celana korban sampai ke bawah lutut lalu alat 
kelamin korban (vagina) diberi air liur oleh terdakwa lalu alat kelamin 
terdakwa (penis) digosok-gosokkan dialat kelamin korban (vagina) dan 
setelah itu korban disuruh pulang. Tapi sebelumnya, terdakwa pun 
langsung mengancam saksi korban dengan mengatakan “JANGAN KAU 
BILANG-BILANG SAMA MAMAMU”. Ketiga, terjadi pada hari, tanggal dan 
bulan yang saksi korban tidak ingat lagi sekitar tahun 2012, pada saat itu 
korban sementara belanja di dekat rumah terdakwa lalu korban dipanggil 
oleh terdakwa sambil terdakwa memperlihatkan kue dan mangga kepada 
korban dan korban pun singgah lalu korban ditarik masuk ke dalam kamar 
terdakwa dan terdakwa memaksa membuka celana korban lalu menyuruh 
korban untuk nungging selanjutnya terdakwa menggosok-gosokkan alat 
kelamin terdakwa (penis) ke pantat korban dan setelah itu korban disuruh 
pulang. Tapi sebelum pulang, terdakwa mengancam korban dengan 
62 
 
berkata “JANGAN KAU BILANG-BILANG SAMA ORANG LAIN KUBUNUH 
KAU ITU !!”. Dan kejadian yang terakhir, pada hari Senin tanggal 24 
Desember 2012 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Kampung Bilonga 
Desa Bategulung Kec. Bontonompo Kab. Gowa, pada saat itu terdakwa 
datang kerumah korban dimana ibu korban sedang menggoreng pisang 
dan membuat kopi, stelah itu ibu korban berangkat ke sawah dan saksi 
korban pergi mandi, setelah mandi korban langsung masuk ke dalam 
kamar dan pada saat korban sedang memakai pakaian dalam (BH) dan 
celana dalam, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar tidur korban dan 
menarik tangan korban dan membaringkan korban di tempat tidur dan 
terdakwa membuka handuk korban lalu meremas-remas payudara korban 
selanjutnya melepaskan calana dalam korban hingga paha. Namun, pada 
saat terdakwa mengarahkan alat kelamin (penis) terdakwa ke alat kelamin 
korban (vagina) tiba-tiba adik korban melihat kejadian tersebut dan 
terdakwa pun bergegas menghentikan perbuatannya lalu memakai 
kembali celananya. 
Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari 
Rumah Sakit Bhayangkara Mappoudang Makassar Nomor : 
VER/27/XII/2012 Rumkit tanggal 25 Desember 2012 yang ditanda tangani 
oleh dr. ABADI AMAN, Sp.OG. yang hasil pemeriksaannya terhadap 
SUARLINDA BINTI ALIMUDDIN dengan hasil pemeriksaaan yakni : Tidak 
tampak robekan pada selaput darah dan tidak ada lecet. 
63 
 
Bahwa saat terdakwa melakukan pelecehan dengan cara tersebut 
di atas, saksi korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan 
fotokopi ijazah No. DN-19 DI 0040344; 
Berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa dengan sengaja 
sebagai niat memberikan kue dan mangga serta mengatakan “JANGAN 
SAMPAIKAN KEPADA IBUMU AGAR TIDAK KETAHUAN” agar 
memudahkan terdakwa melakukan atau memegang vagina dan payudara 
korban serta menggosok-gosokkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin 
korban; 
Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh 
terdakwa. 
3. Perbuatan Berlanjut 
Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan 
berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan. 
b. Perbuatan nya itu harus sama atau sama jenisnya, dan 
c. Waktu antaranya tida boleh terlalu lama. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan jika terdakwa 
melakukan perbuatan melakukan pelecehan terhadap korban sudah 
beberapa kali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban 
SUARLINDA dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, pertama kali 
di rumah terdakwa, tanggal dan bulannya sudah lupa tahun 2011, kedua di 
64 
 
rumah terdakwa, tanggal dan bulannya sudah lupa tahun 2011 sekitar 
setelah ashar, ketiga di rumah korban tanggal dan bulannya sudah lupa 
tahun 2012 sekitar pukul 2 siang dan yang ke empat di rumah korban hari 
Senin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 Wita; 
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan berlanjut 
telah terpenuhi oleh terdakwa; 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-
unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum, sehingga hakim 
berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar 
Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 
KUHPidana. 
Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas dan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan 
perkara ini, telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang 
dibacakan dipersidangan pada hari Selaa tanggal 9 April 2013 yang pada 
pokoknya sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa Jumadi Dg. Nai Bin Nawang Dg. Sija telah 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur” 
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sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal Pasal 82 UU No. 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 KUHPidana. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jumadi Dg. Nai Bin 
Nawang Dg.Sija dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 
dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan 
dipotong masa tahanan. 
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 
60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan 
kurungan. 
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar handuk warna 
orange, 1 (satu) lembar BH warna merah muda, 1 (satu) lembar 
celana dalam warna cokelat muda. 
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 
(dua ribu rupiah). 
 
3. Amar Putusan 
Berdasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta 
yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan terdakwa dan 
keterangan saksi-saksi yang telah dihadapkan di depan persidangan maka 
hakim dengan ini : 
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Mengadili 
1. Menyatakan terdakwa Jumadi Dg. Nai Nawang Dg. Sija terbukti 
secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang 
dilakukan secara berlanjut”. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 
(empat) tahun dengan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maga 
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada  dalam tahanan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar handuk orange, 1 
(satu) lembar BH warna merah muda, dan 1 (satu) lembar celana 
dalam warna cokelat muda dikembalikan kepada Suarlinda binti 
Alimuddin Dg. Muntu. 
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). 
Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 
oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : Djullita Tandi Massora, S.H. 
sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Yoga D.A, Nungroho, 
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S.H.,M.H., dan Fifiyanti, S.H., masing-masing sebagai hakim Anggota, 
Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari 
Selasa tanggal 23 April 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan 
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fitri, W. 
Arigayo, S.H. sebagai Panitera Pengantipada Pengadilan Negeri tersebut 
dan dihadiri oleh A. Irma Purnamasari, S.H. sebagai Penuntut Umum 
pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dihadapan terdakwa didampingi 
Penasehat Hukumnya.  
 
4. Analisis Penulis 
Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung 
pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah 
satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia 
nyata. 
Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara 
dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang 
berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada 
hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan 
dan surat tuntutanyang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana 
tidak dapat polos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara 
tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat 
dakwaan. Seorang terdakwa hanya dap dijatuhi hukuman karena telah 
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dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana 
seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat 
dakwaan. 
Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara 
teknis telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan 
sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHAPidana, yaitu harus 
memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas 
lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, 
jelas dan lengkap mengenai tinda pidana yang didakwakan dengan 
menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 
Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat 
bahwa penerapan hukum pidana pada perkara ini yakni dalam Pasal 82 
Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 
KUHPidana. 
Bahwa penerapan hukum pidana oleh hakim sudah tepat mengingat 
perbuatan yang dilakukan oleh memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan 
dapat dipidana. Yaitu antara lain, perbuatan terdakwa melawan hukum, 
dipersidangan telah terbukti menococki rumusan delik yang didakwakan, 
dan adanya kesalahan. 
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B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor : 
58/PID.B/2013/PN.SUNGG 
1. Pertimbangan Hakim 
Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, keteragan saksi yang hadir dalam persidangan, 
keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang 
dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal 
yang meringankan dan memberatkan. Dalam amar putusan, hakim 
menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa : 
1. Menyatakan terdakwa Jumadi Dg. Nai Nawang Dg. Sija terbukti 
secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang 
dilakukan secara berlanjut”. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 
(empat) tahun dengan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maga 
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada  dalam tahanan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar handuk orange, 1 
(satu) lembar BH warna merah muda, dan 1 (satu) lembar celana 
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dalam warna cokelat muda dikembalikan kepada Suarlinda binti 
Alimuddin Dg. Muntu. 
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap perkara tersebut adalah : 
1. Hakim mempertimbangkan keberadaan terdakwa dalam tahanan 
sejak tanggal 26 Desember 2012; 
2. Hakim mempertimbangkan berkas perkara atas nama terdakwa; 
3. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa; 
4. Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam 
persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa; 
5. Hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa penuntut Umum; 
6. Hakim mempertimbangkan Permohonan keringanan hukuman 
karena terdakwa masih ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
keluarganya serta istri terdakwa baru saja melahirkan; 
7. Hakim mempertimbangkan bahwa atas dakwaan Penuntut Umum 
tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan; 
8. hakim mempertimbangkan bahwa di persidangan terdakwa telah 
memberikan keyterangannya dengan jujur dan mengakui 
kesalahannya; 
71 
 
9. hakim mempertimbangkan berdasarkan penemuan fakta-fakta di 
persidangan maka terdakwa terbukti secara sah melakukan 
perbuatan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu 
melakukan Delik Kesusilaan dalam hal ini Pencabulan terhadap 
Anak. 
10. Hakim mempertimbangkan status korban yaitu seorang anak sesuai 
dengan copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-19 DI 
0040334. 
11. Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti bukan merupakan 
alat untuk melakukan kejahatan sehingga harus dikembalikan 
kepada yang berhak. 
12. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa; 
a. Hal-hal yang memberatkan, yaitu : Perbuatan terdakwa 
bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, 
terdakwa tidak dimaafkan oleh pihak keluarga korban. 
b. Hal-hal yang meringankan, yaitu : terdakwa belum pernah 
dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan. 
13. Hakim mempertimbangkan kekuatan dalam Undang-undang 
Perlindungan Anak serta selama proses persidangan Majelis Hakim 
tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari 
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pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alas an pembenar dan 
atau alas an pemaaf. 
2. Analisis Penulis 
Berdasarkan hasil penelitian penulis baik melalui wawancara 
terhadap hakim yang terkait terhadap perkara dalam tulisan ini, maupun 
melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang terkait, maka 
penulis berkesimpulan bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku tinda pidana yang dilakukan, hakim terlebih dulu 
mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, 
pertimbangan-pertimbangan yurudus dan nonyuridis, keadaan dan latar 
belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak 
pidana yang dilakukan terdakwa. 
Pertimbangan yurudis merupakan pembuktian dari unsure-unsur 
tinda pidana yang didakwakan oleh jaksa penunut umum, adapun unsure-
unsur dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak yang menurut hakim telah sesuai dengan apa yang 
didakwakan oleh jaksa serta harus didasarkan pada fakta persidangan. 
Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, penulis melakukan 
wawancara dengan hakim yang menangani kasus ini yaitu Djulita Tandi 
Massora, S.H. pada tanggal 27 Januari 2014 untuk mengetahui apa yang 
menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus dan 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menerangkan bahwa : 
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“Dalam memutus suatu perkara dimana anak sebagai korban tindak 
pidana, seorang hakim harus memperhatikan pertimbangan-
pertimbangan yurudis seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak serta memperhatikan fakta-fakta 
hukum yang terungkap dalam hal ini keterangan saksi, keterangan 
terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa, dan berbagai macam 
pertimbangan lainnya”. 
Penjatuhan pidana dalam kasus ini hakim memutuskan 4 (empat) 
tahun, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 
terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Adapun 
pertimbangan hakim memutuskan lebih rendah dari Jaksa Penuntut Umum 
Karena hakim mempertimbangkan terdakwa belum pernah dihukum dan 
istri terdakwa baru saja melahirkan. Jaksa pun demikian, Jaksa menuntut 
Cuma 5 (lima) tahun tidak sampai setengah dari hukuman maksimal dalam 
Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2009 dengan pertimbangan berdasar pada 
berita acara pemeriksaan atau olah kasus yang dilakukan oleh jaksa 
penuntut umum. 
Sesuai dengan Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 yang 
menjelaskan tentang pemidanaan bagi pelaku delik Kesusilaan dalam hal 
ini pencabulan terhadap anak dengan pidana maksimal bagi yang 
melakukan delik ini adalah hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima 
belas) tahun. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 
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(empat) tahun dinilai penulis sudah tepat, karena sudah sesuai dengan 
aturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu meski terjadi 
pencabulan namun korban tidak mengalami robekan pada selaput darah 
dan tidak ada lecet sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit 
Bhayangkara Mappodang Makassar. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana terhadap delik kesusilaan dalam hal 
ini pencabulan terhadap anak, penerapan ketentuan pidana 
pada perkara ini yakni Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah sesuai dengan 
fakta-fakta hukum, baik keterangan para saksi, keterangan ahli, 
dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani 
dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap 
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan 
Nomor 58/Pid.B/2013/PN.Sungg. telah sesuai karena 
berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan 
terdakwa, dari alat bukti serta adanya pertimbangan-
pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan, serta memperhatikan Undang-undang 
Perlindungan Anak yang diperkuat dengan keyakinan hakim. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis 
mengajukan saran sebagai berikut : 
1. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik Kesusilaan 
dalam hal ini anak sebagai korban pencabulan senantiasa 
diterapkan secara efektif dengan pengawasan dari setiap 
anggota masyarakat dengan berbagai macam usaha dan ikut 
bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak 
demi kesejahteraan anak. 
2. Setiap perkara dimana anak sebagai korban tindak pidana, agar 
hakim senantiasa mempertimbangkan putusan dengan tetap 
mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, menimbang dalam perkara ini korban masih 
dikategorikan sebagai anak. 
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